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Kegiatan ini menghadir-
kan sejumlah OPD Peme-
rintah Daerah DIY dan
Pemerintah Kota Yogya-
karta, antara lain Dinas
Perindustrian dan Perda-
gangan, Dinas Koperasi
dan UKM, Dinas Kese-
hatan, Badan Penyelesai-
an Sengketa Konsumen
(BPSK), Kadin, Lembaga
Perlindungan Konsumen
Swadaya  Masyarakat
(LPKSM), serta praktisi
dan akademisi.

Ketua Komite III DPD
RI Filep Wamafma, sena-
tor asal Papua Barat,
dalam sambutannya di
Kantor Gubernur DIY
menyampaikan bahwa ke-
majuan teknologi dan di-
versifikasi layanan ekono-
mi menuntut pendekatan
perlindungan konsumen

men rentan seperti masya-
rakat berpenghasilan ren-
dah, penyandang disabili-
tas, lansia, perempuan,
anak-anak, masyarakat di
daerah terpencil, serta in-
dividu dengan keter-
batasan literasi digital
menghadapi hambatan
yang lebih besar diban-
dingkan konsumen pada
umumnya.

Kondisi tersebut me-
nunjukkan bahwa prinsip
perlindungan konsumen
tidak cukup hanya berori-
entasi pada equality before
the law, tetapi harus
berkembang menuju equi-
ty serta keberpihakan
yang proporsional terha-
dap kelompok rentan.
"Praktik  perlindungan
konsumen melalui UU No.
8 Tahun 1999 saat ini

KOMITE III DPD RI KUNKER DI YOGYAKARTA

omodir Masukan Perubahan UU Perlindungan Konsumen

YOGYA (KR) - Rombongan Komite III DPD RI yang terdiri dari
unsur pimpinan dan anggota melakukan kunjungan kerja ke
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka penyusunan
RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Perubahan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Kunjungan kerja tersebut diisi dengan
Rapat Kerja yang dilaksanakan pada Senin, (2/2), di Kompleks
Kantor Gubernur DIY dan Kantor Walikota Yogyakarta.

Hal ini menjadi salah satu
dasar Komite III DPD RI
menginisiasi revisi UU
Perlindungan Konsumen,"
ujar Filep.

Wakil Ketua III Komite
III'DPD RI Erni Daryanti,
senator Kalimantan Te-
ngah, yang juga seorang
dokter menegaskan pen-
tingnya keselarasan an-
tara norma UUPK dan
regulasi sektoral dalam
perlindungan konsumen
dengan menerapkan prin-
sip lex specialis. Seperti
antara UU Kesehatan de-
ngan UU Perlindungan
Konsumen. Menurutnya,
aspek teknis pelayanan
kesehatan mengacu pada

Dailami Firdaus, senator
DKI Jakarta, yang me-
mimpin delegasi dalam
Rapat Kerja bersama ja-
jaran Walikota Yogyakarta
berharap praktik-praktik
baik perlindungan kon-
sumen di Yogyakarta da-
pat menjadi masukan
dalam penyusunan RUU
Perubahan UU Perlin-
dungan Konsumen.

"Rapat kerja ini meru-
pakan bentuk partisipasi
publik untuk memastikan
RUU yang disusun meme-
nuhi prinsip keadilan,
inklusif, responsif, dan
adaptif. DPD RI berkomit-
men menghadirkan par-
tisipasi bermakna dalam
setiap proses legislasi,"
ujarnya.

Wakil Ketua II Komite
IIT DPD RI Jelita Donal,
senator Sumatera Barat,

menambahkan bahwa re- ~

visi UU No. 8 Tahun 1999
tentang  Perlindungan
Konsumen sudah sangat

desak. "UUPK yang

UU Keset n, a
perlindungan hak kon-
sumen tetap merujuk pa-
da UUPK.

sudah berlaku lebih dari
20 tahun sudah tidak lagi
sepenuhnya relevan de-

transaksi digital juga
berpotensi meningkatkan
risiko kebocoran data pri-
badi- dan penipuan dar-
ing," katanya.

Menutup Rapat Kerja
dengan Pemkot Yogya-
karta, Senator DIY Ahmad
Syauqi Soeratno mene-
kankan pentingnya pen-
guatan peran Badan
Penyelesaian  Sengketa
Konsumen (BPSK) dalam
revisi UU Perlindungan

i//

dan pertemuan yang su-
dah saya lakykan sebe-
lumnya pada masa reses
dengan pemangku kepen-
tingan di Yogya, saya bisa
pastikan bahwa pen-
guatan tugas dan fungsi
BPSK agar menjadi lem-
baga penyelesaian sengke-
ta konsumen yang inde-
penden dan mandiri de-
ngan putusannya yang
bersifat binding (mengi-
kat) dan final, melalui tata
kelola dan anggaran, men-

KR-Devid Permana
Rapat kerja Komite III DPD RI bersama Pemerintah Kota Yogyakarta.

dan fintech. Kemudahan

teri revisi UU Perlindung-
an Konsumen," tuturnya.
Menurut Syaugi, karak-
teristik  perekonomian
Yogyakarta yang ditopang
sektor pariwisata dan eko-
nomi kreatif, yang mayo-
ritas dijalankan oleh usa-
ha mikro dan kecil, juga
perlu menjadi perhatian.
"Kewajiban perlindung-
an konsumen bagi pelaku
usaha, khususnya UM-
KM, jangan sampai berpo-
tensi menimbulkan com-

yang lebih adaptif, inklu- belum mengakomodasi ke- Sedangkan Wakil Ketua Dgan perkembangan eko- Konsumen. jadi salah aspirasi yang pliance cost yang tinggi,"
sif, dan proaktif. Konsu- butuhan kelompok rentan. I Komite III DPD RI nomi digital, e-commerce, "Dari beberapa rapat kuat untuk menjadi ma- pungkasnya. (Dev)-d
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